SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dapat dilakukan apabila terjadi
perubahan yang mendasar, salah satunya perubahan
kebijakan nasional terkait kewenangan daerah dan

perubahan perangkat daerah;

b. bahwaberdasarkanhasilpengendalian dan  evaluasi
Rencana Pembangunan JangkaM enengah Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pontianak Tahun  2020-2024 perlu dilakukan
perubahan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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Mengingat
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dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang



13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan  Pelaksanaan  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota



Pontianak Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pontianak Nomor 117);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak
Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024 meliputi:

a.

o

@ ™o a0

pendahuluan;

gambaran umum kondisi daerah;

gambaran keuangan daerah;

permasalahan dan isu strategis daerah;

visi, misi, tujuan dan sasaran;

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
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i. penutup.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Desember 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal21Desember2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020NOMOR17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (17,/2020)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR17TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHDAERAH
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

I. UMUM

Dokumen RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024 telah ditetapkan
denganPeraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun
2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota
dan Wakil Walikota dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta dengan
memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan
Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota
Pontianak. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2020-2024 memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu
indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota
dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman
penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan

sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Selain itu dalamPasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan

apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan

c. terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan mendasar mencakup
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik
social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan

kebijakan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024, maka diketahui hal-hal sebagai
berikut:

a. perlu dilakukan Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;

b. perlu dilakukan penyelarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
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c. perlu dilakukan restrukturisasi dan beberapa penyesuaian terhadap
tujuan, sasaran dan indicator dalam RPJMD sebagai hasil dari
asistensi/pembahasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

d. perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

e. dengan adanya kondisi darurat menghadapi PandemiCovid-19 di Tahun
2020, baik tingkat pusat maupun daerah mengakibatkan perlunya
dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan,

rencana program dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Terkait akuntabilitas kinerja daerah, saat ini nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2019 adalah Sangat Baik (BB).

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan:

a. sinkronisasi kebijakan daerah RPJMD dengan kebijakan Perangkat
DaerahRenstraPerangkat Daerah; dan

b. penjabaran (cascading) kinerja dituangkan secara berjenjang dalam
indikator kinerjaRPJMD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD
Kota Pontianak Tahun 2020-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan
selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra
Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut
dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota

Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
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